
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

M enim bang

M engingat

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 74 TAHUN 2019 

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT MATA 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

: a. bahw a dalam  upaya  peingkatan  pelayanan  k eseh a tan  
M ata kepada m asy arak a t te ru tam a  bagi A paratur Sipil 
Negara, sehingga perlu  d iben tuk  R um ah Sakit M ata 
Provinsi K alim antan Timur;

b. bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  Pasal 7 
P e ra tu ran  D aerah Nomor 9 T ahun  2016 ten tan g  
P em ben tukan  d an  S u su n an  Perangkat D aerah Provinsi 
K alim antan Timur;

c. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 21 ay a t  (1) 
P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 72 T ahun  2019 ten tan g  
P eru b ah an  A tas P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 
T ahun  2016 ten tan g  Perangkat D aerah, selain u n it 
p e lak san a  tekn is d in as D aerah  provinsi te rd ap a t 
ru m ah  sak it D aerah provinsi sebagai u n it organisasi 
bersifat k h u su s  yang m em berikan  layanan  secara  
profesional;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  h u ru f  a  d an  h u ru f  b 
di a ta s , m aka d ipandang  perlu  m ene tapkan  P era tu ran  
G ub ern u r ten tan g  Pem ben tukan  R um ah Sakit M ata 
Provinsi K alim antan Tim ur dengan P era tu ran  
G ubernu r K alim antan Timur;

: 1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara
Republik Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tang  
P em ben tukan  D aerah-D aerah  O tonom  Provinsi 
K alim antan B arat, K alim antan S elatan  dan  
K alim antan Tim ur (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  1956 Nomor 65, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 1106);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
RUMAH SAKIT MATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 

p em erin tah an  D aerah  yang  m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  p em erin tahan  
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
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3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

6. Rumah Sakit Mata adalah Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur 
Kelas C.

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur 
Kelas C.

8. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok 
dokter yang bekeija di bidang medis dalam jabatan fungsional.

9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur 
organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kineija internal 
rumah sakit.

10. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan Rumah Sakit.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara 
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya sesuai 
dengan profesi didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Mata Provinsi 
Kalimantan Timur.

(2) Rumah Sakit Mata yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan rumah sakit Daerah kelas C.

(3) Rumah Sakit Mata merupakan unit organisasi bersifat khusus yang 
memberikan pelayanan secara profesional dibawah Dinas.

Bagian Kesatu 
Kedudukan

Pasal 3

Rumah Sakit Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang
Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.



-4-

Bagian Kedua 
Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit Mata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang kesehatan mata.

Bagian Ketiga 
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Rumah 
Sakit Mata menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan 

mata;
b. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang kesehatan mata;
c. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis;
d. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
e. pelaksanaan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
f. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
g. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
h. pelaksanaan pelayanan bedah sentral;
i. pelaksanaan pelayanan kesehatan mata khusus masyarakat miskin di 

daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK);
j. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan 

dengan tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu 
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata, terdiri atas :
a. Direktur;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
e. SMF;
f. Komite;
g. SPI;
h. Instalasi; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 
Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan 
program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan 
dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian 
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan program;
b. pelaksanaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan 

tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan 

Pasal 10

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengendalian dan 
pengkoordinasian, pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi 
Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan program kerja pelayanan medis dan keperawatan;
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b. penyiapan bahan sarana prasarana pelayanan medis dan keperawatan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
d. pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelayanan medis dan keperawatan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan medis dan 

keperawatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan 

tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis 

Pasal 12

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengendalian dan 
pengkoordinasian pelaksanaan penunjang medis dan non medis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Seksi 
Penunjang Medis dan Non Media menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan program kexja penunjang medis dan non medis ;
b. penyiapan bahan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
c. penyiapan bahan pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
d. pelaksanaan penunjang medis dan non medis ;
e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi penunjang medis dan non medis ;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penunjang medis dan non 

medis; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan 

tugasnya.

Paragraf 5 
SMF

Pasal 14

(1) SMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas 
melaksanakan diagnsga, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, 
peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, 
penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMF 
menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur.
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Paragraf 6 
Instalasi

Pasal 15

(1) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f 
ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Mata.

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh 
direktur.

(3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga 
fungsional dan/atau non medis.

(4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh 
Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Komite Medis dan Komite Lainnya 

Pasal 16

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah 
unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata 
kelola klinis yang baik.

(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan 
bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan 
profesionalisme staf medis yang bekeija di Rumah Sakit Mata.

Pasal 17

(1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dibentuk 
komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai 
kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam 
rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

(2) Komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dibentuk 
oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Komite :
a. Keperawatan;
b. Farmasi dan terapi;
c. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
d. Pengendalian resistensi antimikroba;
e. Etika dan hukum;
f. Koordinasi pendidikan;
g. Managemen resiko dan keselamatan pasien.
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Komite Medis dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 
Pasal 17, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Paragraf 8 
SPI

Pasal 19
(1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan 

satuan keija fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit 
kineija Rumah Sakit Mata.

(2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf i mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat 
administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dan 
pelaksanaan jabatan fungsional.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis 
dan beban keija yang ada.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(5) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan Jabatan 
Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 
Uraian Keija

Pasal 21

Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Rumah Sakit Mata Provinsi
Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubemur tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan
analisis beban keija.
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Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas

Pasal 22

Selain unsur organisasi Rumah Sakit Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, Rumah Sakit Mata dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 
merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB IV
KEPEGAWAIAN 

Pasal 24

(1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan 
oleh Gubemur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul 
Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai Jabatan 
Fungsional.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubemur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul 
Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(3) Penempatan pegawai pada Rumah Sakit Mata harus memenuhi kompetensi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V 
JABATAN

Pasal 25

(1) Direktur merupakan jabatan eselon Ill.b atau jabatan administrator.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau 
jabatan pengawas.
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BAB VI 
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Sub Bagian, 
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
tentang pola mekanisme hubungan keija dan koordinasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Direktur wajib bertanggung jawab untuk :
a. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan, melaksanakan standar pelayan minimal, melaksanakan survei 
kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing- 
masing;

b. meningkatkan akuntabilitas kineija instansi pemerintah di lingkungan 
masing-masing; dan

c. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing- 
masing.

(3) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 

masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya;

b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan

c. melaksanakan pengawasan melekat.

(4) Setiap laporan dari bawahanya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya.

Pasal 27

Apabila Direktur berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara 
struktural dapat melaksanakan tugas Direktur sesuai ketentuan peraturan 
perundangan-undangan.

BAB VII 
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam penyelenggaran Rumah Sakit Mata dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29

Pada sa a t P e ra tu ran  G ubernu r ini m ulai berlaku, P e ra tu ran  G ubernu r Nomor 94 
T ahun  2016 ten tan g  Pem ben tukan  d an  S u su n an  O rganisasi Unit Pelaksana 
Teknis D aerah pad a  D inas K esehatan  Provinsi K alim antan Tim ur (Berita D aerah 
Provinsi K alim antan T im ur T ahun  2016 Nomor 96), d icab u t d an  d inyatakan  tidak  
berlaku.

Pasal 30

P era tu ran  G ub ern u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G ubernu r ini dengan  penem patannya  dalam  Berita D aerah Provinsi K alim antan 
Timur.

D itetapkan  di S am arinda  
pad a  tanggal 31 D esem ber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

D iundangkan  di S am arinda  
pad a  tanggal 31 D esem ber 2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SAT3ANI

BERITA DAERAH ROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H, SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 74  
TAHUN 2 0 1 9  TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI RUMAH SAKIT MATA PROVINSI KALIMANTAN 
TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT MATA PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006


